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ABSTRAK  
Kasus HIV&AIDS di Indonesia perlu mendapatkan perhatian. Selama ini telah dilakukan berb-agai 
macam program pencegahan, antara lain melalui ‘outreach’. Program yang telah dilakukan belum 
menjangkau kelompok berisiko tinggi secara optimal. Hal ini memperlihatkan bahwa pro-gram 
preventif juga baru mempergunakan populasi kunci sebagai sasaran utama. Mereka diinter-vensi 
secara individual dan kelompok (level mikro), namun hal ini justru mengkotak-kotakkan ko-munitas 
secara keseluruhan di suatu wilayah geografis, namun juga dilematis. Penelitian dengan pendekatan 
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif ini dilakukan di sebuah lembaga swadaya masyarakat 
yang melakukan pengorganisasian komunitas (level mezzo) di beberapa wilayah di Jakarta Utara. 
Penelitian ini menemukan bahwa intervensi pada komunitas geografis untuk isu HIV&AIDS tidak 
mudah. Apalagi kualifikasi dan kompetensi para Community Organizer yang selama ini direkrut tidak 
sesuai. Hal ini menjadikan kualitas kerja mereka menjadi tidak sesuai denganyang diharapkan. 
Intervensi dan peran yang mereka lakukan belum sepenuhnya mencer-minkan proses-proses kerja 
pada level mezzo. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan praktik-prak-tik keterampilan mereka dalam 
melakukan mapping dan analisis sosial, penumbuhan partisipasi, kaderisasi, dan pengorganisasian 
menjadi tidak optimal. 
 
ABSTRACT  
This research about community organizing heterogeneous in a geographic region on the issue of 
HIV and AIDS. The study was conducted for the prevention of HIV and AIDS has been made to 
key populations, individual and group (at the micro level). Research with qualitative approach 
and descriptive methods have found that it is not easy to organize geographic community with 
interven-tions on the mezzo level on the issue of HIV & AIDS with peculiarities in it. Community 
Organizer recruited not suitably qualified so the impact on their work. The role played not yet 
fully reflect the work processes at the level of mezzo, and practice their skills as social analysis, 
participation growth, regeneration, and the organization became not optimal 
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Human Immunodeficiency Virus dan 
Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(HIV&AIDS) merupakan masalah global yang 
dihadapi oleh umat manusia. Di seluruh dunia, 
sejak kasus pertama kali ditemukan 
diperkirakan sudah 78 juta orang terinfek-si 
HIV, dan 39 juta di antaranya meninggal 
karena terkait HIV&AIDS (UNAIDS, 2013). 
Di Asia dan wilayah Pasifik sendiri terdapat 
4,8 juta ODHA (UNAIDS, 2013). Di Indone-
sia sendiri, Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia (Kemenkes RI) pada tahun 2009 
memperkirakan terdapat 813.720 orang yang 
terinfeksi HIV. Jumlah perkiraan tersebut per 
Desember 2013 telah ditemukan sebanyak 
127.427 orang (Kemenkes RI, 2014). Kasus 
AIDS terbanyak (Kemenkes RI, 2016) terjadi 
pada ibu rumah tangga sebesar 10.691 kasus, 
diikuti karyawan sebesar 9.656 kasus dan para 
wiraswasta sebesar 9.512 kasus. DKI Jakarta 
pun per Desember 2013 adalah pro-vinsi 
dengan jumlah kasus terbesar, di mana 28.790 
kasus HIV sudah ditemukan (Kemen-kes, 
2013). 
 
Pemerintah Indonesia telah memiliki pro-
gram penanggulangan untuk menghadapi 
epidemi HIV&AIDS yang tertuang dalam 
Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional 
(Stranas). Program-program tersebut pada 
tataran implementasi umumnya dilakukan 
melalui intervensi komunikasi perubahan 
perilaku, dengan outreach sebagai kegiatan 
utamanya. Outreach dimaksud adalah de-ngan 
menemui kelompok yang selama ini di-anggap 
perilakunya berisiko terinfeksi HIV, dan 
umumnya mereka merupakan komuni-tas yang 
tersembunyi. Outreach merupakan intervensi 
pada level individu (case work). Terkait 
intervensi pada level ini, Adi (2013) 
menyampaikan jika intervensi ini pada dasar- 
 
 
nya terkait dengan upaya memperbaiki atau 
meningkatkan keberfungsian soial individu 
(individual social functioning) agar individu 
dan keluarga tersebut dapat berperan dengan 
baik sesuai dengan tugas sosial dan indivi-
dual mereka. Hal ini menjadikan berbagai 
indikator terkait dengan perubahan perilaku 
masih rendah, cakupan program untuk dapat 
menjangkau kelompok-kelompok yang seca-
ra perilaku berisiko masih di bawah target, 
yaitu 80 persen; dan perubahan perilaku di 
kalangan populasi yang paling berisiko juga 
masih di bawah target, yaitu di bawah 60 
per-sen (KPA, 2010).  
Saat ini sudah ada pihak yang melaku-
kan program penanggulangan HIV&AIDS 
dengan pengorganisasian komunitas, namun 
pada komunitas fungsional yang homogen, 
seperti para pengguna napza suntik, pekerja 
seks, kelompok ODHA, Lembaga Swadaya 
Komunitas (LSM) sebagai pelaksana pro-
gram, dan lain-lainnya. Pengorganisasian 
jenis ini menjadikan mereka diintervensi se-
cara ekslusif, dan hal ini menjadikan stigma 
dan diskriminasi masih terjadi. Ife (2008) 
menegaskan hal ini, yang mengatakan de-
ngan menggunakan komunitas fungsional 
sebagai basis bagi pengembangan komunitas 
adalah problematis. Lebih lanjut Ife (2012) 
mengatakan jika dengan komunitas fungsi-
onal ini cenderung mengkotak-kotakkan po-
pulasi manusia ketimbang memadukannya. 
Padahal pengembangan komunitas adalah 
untuk mengintegrasikan komunitas dalam 
lingkup suatu komunitas sehingga mereka 
dapat saling berinteraksi dengan sesamanya, 
saling memelihara dan semua terlibat dalam 
pengambilan keputusan. 
 
Kajian program penanggulangan 
HIV&AIDS dengan melakukan pengorgani-
sasian komunitas pada komunitas heterogen 
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penting dilakukan. Hal ini di samping kasus 
HIV identik dengan kelompok yang selama ini 
dianggap berisiko juga karena perkem-bangan 
kasus sudah masuk ke keluarga dan berada di 
tengah-tengah komunitas. Interven-si program 
perlu digeser, dari level intervensi individual 
(mikro) ke level intervensi komu-nitas 
(mezzo). Intervensi pada level mezzo ini 
berbeda jika dibandingkan dengan intervensi 
mikro. Kenny (2007) menegaskan jika perbe-
daan antara casework, group work dan orga-
nisasi komunitas bukan hanya semata-mata 
level di mana pekerja menjalankan fungsi-nya, 
tetapi perbedaan fundamendal dalam konteks, 
tujuan dan metode. Pada praktik-nya, konteks, 
tujuan dan metode serta proses pada level 
intervensi mikro untuk individual berbeda 
dengan level intervensi mezzo untuk 
kelompok dan komunitas. Kondisi ini tentu 
memerlukan penyesuaian dan persiapan ter-
sendiri bagi lembaga yang mengimplemen-
tasikan program melalui pengorganisasian 
komunitas ini. 
 
Di samping hal-hal tersebut di atas, pene-
litian ini menjadi penting karena komunitas 
selama ini cenderung salah memahami isu 
HIV&AIDS. HIV&AIDS juga memiliki ke-
khasan dari isu lainnya. Kekhasan tersebut 
antara lain: adanya stigma dan diskriminasi, 
yang pada akhirnya mempengaruhi bagai-
mana individu, komunitas, dan pemerintah 
merespon epidemi; AIDS sebagai penyakit tak 
tersembuhkan dan mematikan yang telah 
menambah rasa takut akan HIV dan ODHA; 
adanya prinsip Keterlibatan yang Lebih Be-sar 
dari Orang-orang yang Terkena HIV dan 
AIDS (GIPA, The Greater Involvement of 
People Living with HIV and AIDS) pada 
program-program penanggulangan yang di-
laksanakan; risiko yang dihubungkan dengan 
keterbukaan publik, di mana orang dapat di- 
 
 
tuntut secara kriminal, menghadapi resiko 
kekerasan, pengasingan secara sosial, kehi-
langan pekerjaan, dan penolakan oleh keluar-
ga dan komunitas bila informasi pribadi soal 
HIV diketahui oleh publik (KPAN, 2010). 
Kekhasan pertama menjadikan program-pro-
gram penanggulangan dengan pengorgani-
sasian komunitas diimplementasikan pada 
komunitas homogen agar mereka yang be-
risiko terinfeksi HIV dan para ODHA tidak 
distigma dan didiskriminasi oleh anggota 
komunitas lain. Kekhasan ke dua menjadikan 
komunitas umum takut dan cenderung meng-
hindar terhadap HIV&AIDS. Kekhasan keti-ga 
dan keempat menjadikan adanya ekslusi-fitas 
pada program penanggulangan, di mana 
ODHA secara eksklusif dijadikan sebagai 
subyek program sehingga anggota komunitas 
lain cenderung tidak dilibatkan. Oleh karena 
itu, implementasi program dengan pengorga-
nisasian komunitas pada komunitas hetero-gen 
menjadi sulit untuk dilaksanakan. 
 
Di samping itu dengan pengorganisasi-an 
komunitas heterogen secara keseluruhan akan 
dapat mendorong mereka terlibat se-cara aktif 
bergotong royong sehingga biaya yang 
dibutuhkan dapat diturunkan. Hal ini 
dikarenakan sebagian dikerjakan oleh kader 
tanpa dibayar. Di samping itu, rasa kepemi-
likan komunitas terhadap program juga akan 
tumbuh sehingga mereka akan ‘terus men-
jaga’ program, dan pada gilirannya keber-
lanjutan program juga akan lebih terjamin. 
Menyadari hal ini, Perkumpulan Keluarga 
Berencana Indonesia (PKBI) mulai merin-tis 
untuk mengimplementasikan pendekatan 
pengorganisasian komunitas heterogen. De-
ngan pendekatan ini menjadikan kontak de-
ngan cara kelompok dan kepada semua unsur 
komunitas, bukan cara individiual. Dan pe-
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berbagai dinamika yang terjadi dalam proses 
pengorganisasian komunitas dalam program 
penanggulangan HIV&AIDS di Jakarta Uta-




Penelitian ini bertujuan untuk mengeta-hui 
bagaimana dinamika pengorganisasian 
komunitas yang telah dilakukan oleh PKBI 
DKI Jakarta pada Proyek Global Fund Ron-de 
8. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 
Peneliti ingin mendeskripsikan secara siste-
matis, faktual, dan akurat mengenai fakta--
fakta yang ada di lokasi penelitian (Neuman, 
2006). Penelitian ini merupakan penelitian 
studi kasus cross-sectional research, hal ini 
dikarenakan penelitian ini dilakukan pada 
fenomena khusus dalam suatu konteks yang 
dibatasi waktunya (September – Desember 
2015) untuk memperoleh pemahaman utuh 
dan terintegrasi mengenai inter-relasi berba-
gai fakta dan dimensi yang ada (Poerwandari, 
2007). 
 
Penelitian ini akan dilakukan di salah 
satu lokasi program penanggulangan 
HIV&AIDS PKBI DKI Jakarta, yaitu di 
beberapa titik lo-kai Jakarta Utara yang 
ditandai dengan berdi-rinya Pusat Informasi 
Kesehatan Komunitas (PIKM).  
Iinforman ditentukan tidak secara kaku 
jumlahnya dan lebih mengutamakan pema-
haman terhadap proses pengorganisasian 
komunitas yang dilakukan oleh PKBI DKI 
Jakarta. Mereka berjumlah 32 orang, yang 
terdiri dari staf manajemen dan staf program 
PKBI DKI Jakarta yang tercatat sebagai ang-
gota Tim SR, Staf PKBI Jakarta Utara yang 
tercatat sebagai anggota Tim SSR; komuni-tas 
di lokasi program yang; tokoh komunitas, baik 
fomal maupun non formal dengan tugas 
 
 
dan tanggung-jawabnya berkaitan dengan 
pengorganisasian komunitas yang dilakukan 
oleh PKBI DKI Jakarta.  
Penelitian ini dalam mengambil data de-
ngan menggunakan wawancara, observasi 
dan studi dokumen. Data dianalisis dengan 
mengikuti proses pengolahan dan analisis 
seperti yang dikemukakan Creswell (2013), 
yaitu: mulai dari pengumpulan data mentah 
(transkrip data lapangan, gambar, laporan 
program dan sebagainya); kemudian diolah 
dan dipersiapkan untuk dianalisis; membaca 
keseluruhan data; melakukan koding dengan 
membuat tema-tema dan deskripsinnya dan 
menghubung-hubungkannya lalu melakukan 
interpretasi terhadap tema-tema atau des-
kripsi-deskripsi tersebut. Proses tersebut da-
lam praktiknya tidak dilakukan secara linier, 
hal ini terutama pada proses membaca kese-
luruhan data sampai melakukan interpretasi, 





Penelitian ini secara khusus bertujuan 
untuk mengetahui persiapan yang dilakukan 
PKBI DKI Jakarta dalam mengimplementa-
sikan pengorganisasian komunitas; kondisi 
kualitas para Community Organizer dan apli-
kasi keterampilan yang dilakukan para Com-
munity Organizer dalam melakukan pengor-
ganisasian komunitas. Penyampaian hasil ini 
dilakukan dengan mengikuti tiga hal tersebut. 
 




PKBI DKI Jakarta dalam menyiapkan 
Community Organizer tidak mengikuti pan-
duan dari PKBI Pusat. Mereka lebih mengi- 
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kuti hasil pertemuan lokakarya antara SR dan 
PR. Di samping itu, PKBI DKI Jakarta juga 
memanfaatkan staf yang sudah untuk menja-di 
Community Organizer. “Kan kebijakanya staf 
dalam dulu, kalau tidak ada ke Cabang, 
relawan, baru keluar dengan pengumuman 
terbuka (Da. Desember 15). Proses perek-rutan 
mereka dengan wawancara untuk me-ngetahui 
kesiapan, dan khusus Community Organizer 
Jakarta Utara dilakukan tes praktik lapangan. 
Para Community Organizer yang sudah 
direkrut kemudian ditingkatkan kapa-sitasnya. 
Mereka diorientasi tentang peran, posisi dan 
risiko sebagai seorang Community Organizer. 
Pelatihan khusus bagi Community Organizer 
diberikan pada awal pendekatan 
pengorganisasian komunitas ini dilakukan, dan 
pada saat penelitan ini dilakukan mereka 
sudah tidak ada. Community Organizer yang 
ada saat ini tidak satu pun yang pernah dila-tih 
khusus tentang pengorganisasian komuni-tas. 
“Community Organizer pernah dilatih, 
pelatihnya dari SR dan PR. Waktu itu yang 
mengikuti pelatihan dari PKBI DKI Jakarta 
adalah Prana, Cahyo, Eko dan Lutfhi”. (Da, 
Desember 15) 
 
Setelah itu, tim program menetapkan tuju-
an pengorganisasian komunitas yang mereka 
lakukan. Mereka menyepakati jika tujuannya 
adalah mencapai tujuan yang ditetapkan oleh 
PKBI Pusata sekaligus ditambahkan dengan 
tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Rumus-
an tujuan sesuai PKBI Pusat adalah untuk 
menurunkan prevalensi IMS dan HIV, stigma 
dan diskriminasi; meningkatkan pengetahu-an 
dan kesadaran, penerapan aturan/sistem, 
lingkungan kondusif; dan meningkatkan 
sumber-sumber daya lokal (SDM, saranan, 
pra-sarana) untuk upaya kemandirian pro-
gram pencegahan IMS dan HIV. Sedangkan 
tujuan tambahan mereka sendiri adalah mem- 
 
 
bangun kesadaran kritis. PKBI DKI Jakarta 
menyebut tujuan dari PKBI Pusat dengan 
istilah lain yaitu: mencapai 3 zero (zero dis-
kriminasi, zero infeksi dan zero kematian 
yang disebabkan karena AIDS). “Iya jadi 3 
to zero dan 3 indikator yang tadi sudah di-
sampaikan ya ada kader, PIKM dan 
kegiatan. Ya sebenernya ada kaitannya, 
kalau bicara zero diskriminasi dengan 
adanya PIKM dan adanya kader di lingkup 
komunitas yang pa-ham HAM yakni 
ODHA. Zero infeksi yakni dengan mengajak 
komunitas untuk ikut tes HIV, karena status 
adalah hak”. (Da, No-vember 2015)  
Mereka juga menetapkan indikator ko-
munitas yang berdaya. Indikator dimaksud 
adalah meningkat pengetahuannya dan ber-
fikir kritis (di dalamya meliputi: komunitas 
berdaya jika menjadi tahu dan mandiri me-
lakukan aktivitas; mampu berfikir kritis dan 
bertindak sesuai pemikiranya tersebut). “Ka-
lau berdaya kan harusnya sudah ada berpikir 
kritis kalau berdaya saja tanpa ngomong dan 
menunjukkan sikapnya ya maka belum bisa 
dibilang berdaya. Jadi kalau sudah sampai 
melakukan sesuatu baru bisa dibilang ber-
daya”. (Bo, November 2015) Indikator la-
innya adalah melakukan pembauran populasi 
kunci dan komunitas (di dalamnya meliputi: 
bisa melakukan pembauran antara populasi 
kunci dan komunitas umum; mampu meru-
muskan konsep dan melaksanakan kegiatan 
terkait HIV&AIDS sendiri dan PIKM bisa 
berjalan; bisa menjadi inspirasi bagi komu-
nitas dan menghilangkan stigma); mampu 
mengorganisir diri (di dalamnya meliputi: 
mampu mendirikan PIKM sebagai organi-sasi 
local dan mampu mengelolanya; dan mampu 
mengikuti pertemuan-pertemuan formal terkait 
HIV&AIDS); mampu menye-lesaikan masalah 
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merencanakan dan melaksanakan kegiatan (di 
dalamnya meliputi: mampu melihat dan 
menganalisis masalah, merencanakan, me-
laksanakan dan mengevaluasi strategi penye-
lesaiannya; dan mampu menyelesaikan per-
soalan yang dihadapi warga di lingkunganya, 
baik terkait HIV&AIDS maupun tidak); dan 
keberlanjutan program (di dalamnya meli-puti: 
mampu mendorong isu HIV&AIDS ke dalam 
perencanaan pemerintah; dan meng-ambil alih 
peran tugas lsm dalam melanjut-kan program). 
“Selama ini apa yang kita be-rikan ke temen-
temen kader, yakni biar kader yang bergerak. 
Jadi berdaya yang dimaksud yakni temen-
temen bisa mengambil alih tu-gas peran 
temen-temen LSM untuk keberlan-jutan”. (Na, 
November 2015). 
 
Di samping itu, mereka juga menetapkan 
prinsip kerja yang menjadi landasan mereka 
dalam bekerja. Prinsip dimaksud antara lain: 
berbasis pada Hak Asasi Manusia (HAM); 
menyeimbangkan antara proses dan hasil; 
menghargai situasi yang ada di komunitas; 
memanfaatkan sumber daya lokal; mendo-
rong terjadinya inklusifitas di komunitas; 
dan menjadikan isu HIV&AIDS tidak 
eksklusif. “Landasannya hak, hak dia 
sebagai manusia untuk akses kesehatan. 
Karena setiap warga harus tahu, dan itu 
menjadi dasar CO mela-kukan 
pengorganisasian. Kalau kebijakan kan ada 
di undang-undang”. (Da, November 2015). 
 
2. Kualitas yang dimiliki 
para Community Organizer 
 
Informasi yang diperoleh terkait dengan 
kualitas para Community Organizer anta-ra 
lain tentang kualifikasi dan kompetensi. 
Kualifikasi, latar belakang pendidikan tidak 
sesuai dan rendah. “Dilihat di Jakarta, untuk 
SDM staf-nya ada yang hanya lulusan SD, 
 
 
belum pernah ikut pelatihan apapun. Belum 
tahu berbicara di depan orang, untuk meru-
bah perilaku orang itu tidak gampang”. (Jo, 
November 2015)Sedangkan terkait dengan 
kompetensi, para Community Organizer me-
miliki pengalaman tidak sesuai sebagai se-
orang Community Organizer; keterampilan 
mereka juga tidak memenuhi sebagai 
seorang Community Organizer.  
Kualifikasi dan kompetensi yang tidak se-
suai ini menjadikan para Community Organi-
zer memandang komunitas secara beragam. 
Sebagian Community Organizer mengang-gap 
komunitas sebagai entitas yang tertindas dan 
bermasalah; sementara yang lain meng-anggap 
sebagai entitas yang memerlukan ilmu dan 
pengorganisasian; dimanfaatkan oleh program; 
penerima manfaat dan mitra program; 
partisipan atau konsumen program. 
“Tergantung kacamata kita melihatnya sih. 
Kalau korban ya seperti karena desakan tar-get 
maka mereka sebagai korban kegiatan. Kalau 
sebagai konsumen dia dianggapnya selaras 
tapi komunitas biasanya memanfaat-kan 
kegiatan yang ada uangnya jadi kalau ada 
pertemuan yang ada uangnya pasti komunitas 
datang ya karena mereka hanya memanfaat-
kan saja”. (Da, November 2015) 
 
Di samping itu peranan yang mereka ma-
inkan juga lebih menonjol pada intervensi 
level mikro: fasilitator, motivator, kapasi-tator 
dan mentor; back up dan mencarikan 
dukungan dana serta pendampingan; dan 
pendorong komunitas dan provokator. “Yang 
diharapkan yakni partisipatori jadi yang me-
nentukan adalah komunitas, CO memfasili-tasi 
dan motivator, kapasitator, mentor. Lebih 
menjadi jembatan aja sih”. (Da, November 
2015) Oleh karenanya interaksi para Com-
munity Organizer dengan komunitas juga ti-
dak mengikuti disain program, di mana para 
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Community Organizer dan petugas outreach 
bekerja secara sendiri-sendiri. Interaksi para 
Community Organizer: untuk melakukan 
provokasi; interaksi dengan komunitas untuk 
bersinergi dengan kegiatan lokal; secara indi-
vidual, kelompok & terorganisasi; ke semua 
jenis komunitas namun tidak terintegrasi, te-
tapi manajemen membuat pengelompokkan 
staf sesuai dengan pembedaan populasi kunci 
dan populasi umum dan masing-masing be-
kerja sendiri-sendiri. “Pengorganisasian bisa 
kelompok, individu atau terorganisir”. (Da, 
November 2015). 
 
3. Aplikasi keterampilan 
para Community Organizer 
 
Para Community Organizer telah meng-
aplikasikan keterampilan yang mereka miliki 
dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kete-
rampilan tersebut antara lain mapping, anali-
sis sosial, penumbuhan partisipasi, kaderisasi 
dan pengorganisasian komunitas. Mapping, 
para Community Organizer melakukan map-
ping pada wilayah yang ada populasi kun-
cinya. “Yang pertama sih kita mapping wi-
layah, yang waktu itu kita menitik-beratkan 
pada wilayah yang ada populasi kunci”. (Na, 
November 2015). Mapping dilakukan un-tuk 
calon kader dan mengetahui potensi apa saja 
yang ada di lokasi. Analisis sosial, para 
Community Organizer melakukan analisis 
sosial dengan tidak mengikuti standar pan-
duan PKBI Pusat: tidak mengikuti panduan 
PKBI Pusat; mencari data dan melempar isu; 
memanfaatkan minat Ketua RT sebagai pin-tu 
masuk mengkomunikasikan hasil assess-ment; 
memanfaatkan aktivitas rutin lokal se-bagai 
pintu masuk mengkomunikasikan hasil 
assessment; dan memanfaatkan kasus yang 




Penumbuhan partisipasi, para Community 
Organizer mendorong komunitas berpartisi-
pasi dengan membangun partisipasi dengan: 
melakukan komunikasi informal dan pen-
dekatan terus menerus; mengajak menjadi 
peserta kegiatan. mengajak dan melibatkan 
dalam pelaksanaan kegiatan; memberi ruang 
kepada komunitas untuk berpartisipasi; dan 
meminta kader memberi contoh kepada ko-
munitas. “Jadi gak mau ada warganya yang 
terpapar HIV&AIDS, jadi sebelum hal itu 
terjadi maka dia mengadakan tes lebih dulu 
untuk pencegahan”. (Te, November 2015) 
Komunitas yang berpartisipasi umumnya 
kader program yang sudah ada sebelumnya, 
dan pengurus RT dan RW (mereka sekaligus 
dianggap sebagai tokoh komunitas). Sedang-
kan bentuk-bentuk partisipasi kader dan ko-
munitas: menjalankan program penanggu-
langan tanpa didampingi LSM; mendekatkan 
akses komunitas (persalinan, surat keterang-an 
tidak mampu); kader menjadi nara sumber di 
komunitas; memberikan pendampingan bagi 
ODHA. “Sampai anaknya dilahirkan dia tidak 
boleh menyusui nah itu saya yang men-
dampingi”. (Ha, Desember 2015) 
 
Kaderisasi, para Community Organizer 
melakukan kaderisasi dengan alasan agar 
kader yang ada turun tangan menangani 
HIV&AIDS agar stigmatisasi berkurang. “Ya 
itu mereka yang udah ada yang terkena maka 
mereka mau gak mau Kader itu memang ha-
rus turun tangan untuk menangani masalah 
HIV. Dengan kita masuk ke PIKM semua ibu-
ibu yang disana udah terpapar informa-si HIV 
dan stigma sudah mulai berkurang”. (In, 
Oktober 2015) Sedangkan untuk dapat 
menjadi kader, syaratnya sebagai seorang 
champion. Perekrutan kader dilakukan oleh 
Community Organizer bersama RT/RW dan 
pihak kelurahan; kader juga merekrut kader. 
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Latar belakang para kader yang terekrut cu-
kup beragam, seperti sebelumnya kader un-tuk 
program lain; tidak berlatar belakang bu-kan 
kader, dan tidak terdampak HIV&AIDS; ada 
juga di antara mereka yang bukan kader, dan 
terdampak HIV&AIDS seperti sebagai 
populasi kunci dan ODHA. “Dulu saya jadi 
kader PIKM Pak, diajak sama Bu Alit, karena 
kan saya jadi kader posyandu, kader PSM”. 
(Yu, November 2015) Motivasi menjadi ka-
der beragam, antara lain karena merasa: me-
miliki passion menjadi kader, dan ada yang 
karena sebagai sumber pendapatan; tinggal di 
wilayah rawan kasus HIV&AIDS ; atau hanya 
karean tidak banyak pekerjaan. Para kader 
juga ditingkatkan kapasitasnya dalam bentuk 
pelatihan dan sharing pengalaman; dengan 
menggunakan lembar balik dan sosial media. 
Materi peningkatan kapasitas tersebut antara 
lain komunikasi efektif, pembuatan la-poran 
dengan KPA, keterampilan berjejaring, 
analisis stakeholders, pembuatan abstrak. 
Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan 
kader antara lain: pemberian informasi, sosi-
alisasi, sampai kampanye kondom; memberi-
kan informasi secara bertahap: pengamatan, 
penilaian, dan interaksi; pemberian informasi 
menggunakan media penyampaian; mela-
kukan promosi VCT sampai mengantar un-tuk 
VCT; mendampingi ODHA, membantu 
membuat Surat Keterangan Tidak Mampu 
(SKTM), sampai merawat anak. “Saya ko-
ordinasi ke Puskesmas, saya biasa lapor juga 
dan saya punya pasien juga yang HIV yang 
saya antar ke Puskesmas di Kelurahan Lagoa 
tapi yang saya konsultasikan ke sana”. (Al, 
November 2015) 
 
Pengorganisasian dengan melakukan 
pembentukan organisasi lokal . Alasan di-
lakukan pengorganisasian antara lain: pe-
ngorganisasian sebagai strategi masuk ke 
 
 
komunitas umum. “Pengorganisasian ini se-
bagai suatu strategi sebagai cara yang tepat 
untuk masuk ke populasi komunitas secara 
umum”. (Da, November 2015). Alasan lain-
nya adalah untuk memudahkan dalam proses 
pengorganisasian komunitas; karena tingkat 
keberdayaan kader berbeda-beda; sebagai 
strategi mengurangi stigma dan diskrimi-nasi 
di komunitas; dimaksudkan agar kader 
memiliki tujuan bersama; dimaksudkan juga 
sebagai wadah bagi pendidik sebaya; dan se-
bagai wadah bagi gerakan komunitas. “Ka-
rena ini munculnya dari dalam sendiri yakni 
unsur diskriminasi maka jalan masuk yang 
tepat adalah lewat komunitas, yang kedua 
mempermudah dalam akses mengatasi ga-wat 
darurat, ketimbang proses yang dahulu kalau 
sekarang komunitasnya sudah paham”. (Ay, 
November 2015) Organisasi lokal yang 
terbentuk berjumlah 10 organisasi dengan 
nama generik Pusat Informasi Kesehatan Ko-
munitas (PIKM) dan forum kader di tingkat 
provinsi. “Kalau saya di tim CO DKI men-
ciptakan yang namanya forum kader PIKM se-
DKI, walaupun masih banyak hambatan yang 
muncul namun kami berusaha meng-gerakkan 
bagaimana kader punya forum dan akhirnya 
kader sendiri yang bergerak dalam kegiatan-
kegiatannya. Kenapa forum dicip-takan karena 
waktu itu GF mau berakhir, akhirnya kita 
khawatir mereka juga akan bubar. Akhirnya 
kita berusaha untuk me-nimbulkan isu 
bagaimana kader sendiri yang sadar atas 
keberlanjutan mereka sendiri, yang kedua 
sebagai monitoring yakni berkaitan pada hal-
hal yang berkaitan dengan pelak-sanaan 
kegiatan pengkaderan. (Ay, Novem-ber 2015). 
Perkembangan kemajuan PIKM sesuai 
indikator yang ditetapkan, berbeda satu sama 
lain. Pengorganisasian dilakukan dengan 
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kritis: membangun kesadaran kritis komuni-tas 
hak atas kesehatan; agar mandiri, mam-pu dan 
berani menyelesaikan masalah yang dihadapi; 
menjadikan komunitas memiliki kesadaran 
penuh dan bertanggung jawab atas 
kesehatannya; dan dimulai dengan pemberi-an 
informasi; agar mampu melakukan advo-kasi; 
untuk memberi ruang bagi komunitas dapat 
lebih Berkembang. “Kita sih dengan 
membangun kesadaran kritis ya berdasar-kan 
data, menyadarkan komunitas atas hak mereka 
atas kesehatan. Misalnya pada saat kader 
menemukan warganya yang sakit terus dia 
terbentur dengan persoalan administra-tif 
layanan kesehatan dan sebagainya. Jadi kader 
sudah memahami bahwa warga punya hak dan 
memberikan informasi ke komunitas lainnya. 
Mereka sudah berani menyuarakan dan 
mengkritisi apa yang belum terpenuhi. Seperti 
akses layanan Puskesmas”. (Da, November 
2015). Pengorganisasian komu-nitas ini dalam 
implementasinya menemui berbagai tantangan 
dan hambatan. Tantang-an antara lain: isu 
HIV&AIDS kompleks dan multi dimensi. . 
“Sulit karena persoalannya kompleks, ada 
unsur ekonominya, keseha-tannnya, sosialnya 
maka kita juga memer-lukan orang yang ahli 
di bidangnya, karena gak mungkin kader ahli 
di semua bidang tersebut kadang kan ada 
keterbatasannya. Tapi ada kemandirian pada 
saat mereka mau melakukan pemecahan 
masalah yang ada di daerahnya sendiri, 
misalnya alur proses pen-ganggaran dana dari 
pemerintah”. (Ay, No-vember 2015). Tantagan 
lain adalah adanya program penanggulangan 
HIV&AIDS sebe-lumnya seudah banyak 
dengan bentuk pena-nganan dan 
kepentingannya masing-masing; kesadaran 
dan pemahaman stakeholders ter-hadap 
HIV&AIDS yang rendah dan cende-rung 
salahSedangkan hambatan yang ditemui 
 
 
antara lain pada diri CO yang berkomitmen 
tinggi, namun kualitas rendah dan jumlahnya 
terbatas; seringnya terjadi pergantian; tidak 
terampil dan tergagap dengan masalah admi-
nistratif dan proses/birokrasi local. “Pertama 
komitmen CO, prakteknya CO masih seperti 
PO dan tidak memahami peran sebagai CO. 
Sekarang hambatan mengorganisir adalah 
ketergantungan antara kader dengan CO. Jadi 
CO banyak melakukan peran ganda dan 
overlaping, waktu kita melakukan pemetaan 
terlihat bahwa kader masih tergantung sama 
CO-nya”. (Da, November 2015) “Kalau me-
nurut saya kapasitas Pak, kalau komitmen rata-
rata punya komitmen tapi kalau tidak di-
barengi sama kapasitas ya tidak bisa jadi seo-
rang CO. Justru saya melihat ada gap, sebe-
narnya idealnya pengorganisasian itu berapa 
lama waktunya. Jadi program ini tidak terla-lu 
memandirikan kader dan PIKM sehingga 
fokusnya CO hanya di PIKM saja, padahal 
komunitas bisa ditinggal dengan mandiri”. 
(Bo, November 2015). Hambatan juga di-
temui pada para kader dan populasi kunci. 
Hambatan pada kader antara lain kekompak-
kan kader kurang; masih bergantung terha-dap 
Community Organizer; keaktifan kader sulit 
dapat dipertahankan dalam jangka pan-jang; 
dan jumlah kader aktif yang terbatas. . “Jadi 
itu terjadi Pak, selama ini kalau ada ka-der 
yang tidak setuju dengan pendapat kader 
lainnya maka kader tersebut akhirnya minat 
terlibat dalam PIKM menurun dan ada juga 
yang keluar dari kader tersebut dan ada juga 
yang mau mengikuti keputusan bersama”. (Na, 
November 2015)Sedangkan pada popu-lasi 
kunci antara lain mereka yang masih sulit 
membaur atau eksklusif. di kalangan popula-si 
kunci, dan adanya sebagian populasi kunci 
yang ingin menjadi kader lebih karena faktor 
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dengan komunitas akhirnya populasi kunci 
ini membuat wadahnya sendiri khusus grup 
mereka sendiri. Terlebih lagi untuk populasi 
kunci seperti WPS itu yang agak sulit kare-
na mereka sulit untuk muncul organisasinya, 
walaupun mereka sudah berdaya namun ha-
nya bersifat individual saja belum bisa mem-
berdayakan komunitasnya seperti dari segi 
ekonomi dan banyak permasalahan individu 
di antara mereka (persaingan). Tantangan 
kita sendiri sebagai CO yakni bagaimana 
me-nyatukan teman-teman WPS, padahal 
jumlah WPS sangat banyak tapi yang 
muncul dan aktif hanya itu-itu saja bisa 




Pengorganisasian komunitas yang dilaku-
kan PKBI DKI Jakarta masih belum maksi-
mal. Lembaga pelaksana program selama ini 
telah terbiasa dengan intervensi case work dan 
group work dalam kegiatan outreach. 
Sedangkan pengorganisasian komunitas itu 
sendiri lebih menekankan pada intervensi 
group work dan intervensi organisasi. Hal ini 
menegaskan jika program penanggulangan 
HIV&AIDS pada komunitas heterogen di su-
atu wilayah geografis memang tidak mudah. 
Istilah populasi kunci dan populasi umum 
yang selama ini dipakai pada program pe-
nanggulangan tanpa disadari telah terkotak--
kotakkan komunitas. 
 




PKBI DKI Jakarta dalam menyiapkan 
Community Organizer sesuai dengan penda-
pat Adi (2013) di mana penyiapan Commu-
nity Organizer merupakan pra syarat untuk 
 
 
suksesnya program intervensi komunitas. 
Namun terkait dengan penyiapan 
Community Organizer ini PKBI DKI Jakarta 
tidak mem-berikan pelatihan yang dengan 
melakukan penggalian kebutuhan kepada 
para Commu-nity Organizer tentang jenis 
pelatihan dan materi yang diberikan 
sehingga akan sesuai dengan kebutuhan 
mereka. Hal ini tidak seja-lan dengan Popple 
(1995) yang mengatakan sebaliknya.  
Sedangkan tujuan pengorganisasian ko-
munitas yang ditetapkan, yaitu terkait de-ngan 
kesadaran kritis sesuai dengan pendapat 
Rothman dan Tropan dalam Adi, 2013) di 
mana kesadaran kritis menjadi bagian pen-ting 
dalam pengorganisasian komunitas de-ngan 
model social action. Dan penumbuhan 
kesadaran kritis membutuhkan ‘pertimbang-an 
pertimbangan isu sosial’ dan dengan sudut 
pandang secara struktural. Namun terkait tu-
juan ini, nampaknya berbeda dengan tujuan 
pengorganisasian komunitas pada umumnya. 
Tujuan pengorganisasian komunitas PKBI 
DKI Jakarta lebih spesifik terkait dengan isu 
HIV&AIDS. Sedangkan tujuan pengorgani-
sasian komunitas pada umumnya adalah un-
tuk mewujudkan keadilan sosial dan peme-
nuhan hak asasi manusia yang diwujudkan 
dengan membangun modal sosial dan menja-
dikan komunitas agar tidak tersekat-sekat se-
hingga dapat saling bekerja-sama (Ife, 2013). 
Jika keduanya dikaitkan maka tujuan pengor-
ganisasian komunitas secara umum yang ter-
lebih dahulu dicapai, baru kemudian tujuan 
spesifik terkait HIV&AIDS. 
 
Demikian juga untuk indikator keber-
dayaan yang mereka tetapkan, nampaknya 
berbeda dengan indikator pada umumnya. 
Indikator keberdayaan yang ditetapkan lebih 
diorientasikan pada tujuan program (sebagai 
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sebagai tujuan pengorganisasian itu sendiri 
(program). Mestinya keberdayaan dulu dica-
pai, baru kemudian mencapai indikator pro-
gram, tujuan program tercapai dengan me-
manfaatkan keberdayaan komunitas terlebih 
dahulu. Keberdayaan yang meliputi kompe-
tensi kerakyatan, kemampuan sosial politik 
dan kompetensi partisipatif juga tidak ter-gali 
dalam penelitian ini. Delapan indikator 
keberdayaan (empowerment index) menurut 
Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto 
(2006): “kebebasan mobilitas; kemampuan 
membeli komoditi kecil; kemampuan mem-
beli komoditas besar; terlibat dalam pembuat-
an keputusan dalam rumah tangga; kebebas-an 
relatif dari dominasi keluarga; kesadaran 
hukum dan politik; keterlibatan dalam kam-
panye dan protes-protes dan jaminan ekono-mi 
dan kontribusi terhadap keluarga”. Hal ini juga 
berbeda jika dibandingkan dengan indikator 
keberdayaan yang ditetapkan PKBI DKI 
Jakarta. Keberdayaan sebagai cara atau alat, 
bukan sebagai tujuan itu sendiri. Namun 
demikian, terdapat juga indikator keberdaya-
an yang biasanya dipergunakan, yaitu meng-
ubah distribusi kekuasaan di komunitas, diu-
payakan dengan membangun daya kritis dan 
pengorganisasian komunitas. 
 
Terkait dengan prinsip pengorganisasian 
komunitas, prinsip yang ditetapkan sesuai se-
jalan dengan prinsip pada umumnya. HAM 
menjadi bagian penting dalam pengorgani-
sasian komunitas karena HAM membutuh-kan 
komunitas yang kuat (Ife, 2008) . Setiap orang 
berhak atas dasar hidup layan untuk kesehatan 
dan kesejahteraan diri dan kelu-arganya. 
Pengorganisasian komunitas juga 
memperhatikan lokalitas dan harus dilaku-kan 
secara inklusif, memberikan ‘perhatian’ bagi 
semua anggota komunitas, terutama yang 
berkebutuhan khusus. Pengorganisasi- 
 
 
an komunitas juga sebagai sebuah perjalan-an 
dari proses dan hasil (menekankan pada proses 
dan hasil). Namun demikian, gagasan HAM 
tidak disampaikan satu paket dengan tanggung 
jawab. Para Community Organizer tidak 
menyampaikan tanggung-jawab kepada 
komunitas sebagai warga. Pengorganisasian 
komunitas berprinsip pada kerja yang kola-
boratif, menempatkan komunitas sebagai ak-
tor atau subyek, komunitas harus melihat diri 
mereka sebagai agen penting, kompetensi 
diperoleh atau dipertajam melalui pengalam-
an hidup, solusi-solusi harus beragam dan 
menghargai keberagaman (Suharto, 2005). 
Prinsip-prinsip ini belum tergali dari para 
Community Organizer. 
 
2. Kualitas yang dimiliki 
para Community Organizer 
 
Kualifikasi, para Community Organizer 
tidak sesuai latar belakan pendidikanya. Me-
reka berpendidikan rendah, sedangkan pe-
latihan yang diberikan belum mencukupi di 
mana standar materi pelatihan tidak sesuai 
kebutuhan Community Organizer di lapang-
an. Padahal Popple menekankan pentingnya 
melakukan pelatihan dengan pendekatan dari 
bawah, agar pelatihan yang diberikan sesuai 
dengan kebutuhan peserta pelatihan (Popple, 
2005). Dan terdapat 33 job categories untuk 
seorang Community Organizer, sebagian di 
antaranya menjadi kebutuhan Community 
Organizer untuk intervensi pada level mezzo. 
Namun PKBI DKI Jakarta mempertimbang-
kan aspek kompetensi pada saat staf diberi 
tugas menjadi seorang Community Organizer 
(Adi, 2012). 
 
Kompetensi, yang direkrut yang berpeng-
alaman namun pengalaman sebagai petugas 
outreach. Mereka yang direkrut juga yang 
mampu melakukan pendekatan dan analisis 
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sosial, mampu berjejaring dan terampil ad-
ministratit. Pertimbangan ini sejalan dengan 
Gerakan Kompetensi yang lebih menitik--
beratkan pertimbangan kompetensi, kualifi-
kasi formal (Adi, 2013). Kompetensi meru-
pakan komponen utama dalam menentukan 
tenaga kerja yang dibutuhkan. Pada perek-
rutan ini, keterampilan mikro tidak dijadikan 
syarat untuk menjadi seorang Community 
Organizer. Padahal perilaku verbal dan non 
verbal, sikap asertif, kepemimpinan, dan mo-
tivasi tetap dibutuhkan pada intervensi level 
komunitas atau mezzo (Machdum, 2013). Di 
samping itu, terdapat keterampilan lain seba-
gai temuan baru yaitu public speaking. 
 
Community Organizer memandang ko-
munitas beragam, dan semuanya ada pada 
semua model dari Rothman dan Trpoman 
dalam Adi (2012), yaitu model locality de-
velopment atau social planning/policy atau 
Social Action. Padahal pandangan terhadap 
komunitas menjadi penentu bagi langkah 
dan proses dalam pengorganisasian komu-
nitas selanjutnya (kegiatan, strategi, teknik, 
metode dan lainnya), sehingga asumsi yang 
berbeda sangat memungkinkan orientasi dan 
perubahan yang berbeda pula.  
Di samping itu, peranan yang dimainkan 
para Community Organizer lebih menon-jol 
pada intervensi level mikro (fasilitator, 
motivator, kapasitator, mentor, back up dan 
mencarikan dukungan dana serta pendam-
pingan). Hal ini sejalan dengan peranan 
Community Organizer (Adi, 2013), seperti 
sebagai: pemercepat perubahan (enabler), 
perantara (broker), pendidik (educator) atau 
skill sharing, tenaga ahli (expert), perencana 
sosial (social planner). Namun demikian, se-
orang Community Organizer lebih menonjol 
pengorganisasian komunitas sesuai model 
locality development dan social planning/po- 
 
 
licy, namun untuk peran sesuai model Social 
Action justru tidak menonjol. Peran sebagai 
advokat, dan aktivis, agitator, dan perencana 
sosial belum muncul. Mereka perlu menya-
dari jika memperjelas peran tidak cukup ka-
rena mereka perlu menyadari jika ada 
banyak hal yang penting mengenai kerja 
dengan ko-munitas: fleksibilitas, komitmen, 
hasrat, dan perspektif holisitk tidak tergali 
secara men-dalam pada penelitian ini.  
Intervensi terhadap komunitas tidak 
mengikuti disain program, di mana para 
Community Organizer dan petugas outreach 
bekerja secara sendiri-sendiri. Interaksi para 
Community Organizer kepada semua jenis 
komunitas (sesuai pengelompokkan Pop-ple, 
1995), baik individual, kelompok dan 
organisasi. Hal ini bisa menjadi keuntungan 
karena dapat dijadikan sebagai dasar pengo-
rganisasian komunitas untuk memperkuat 
keberagaman, meskipun juga dapat menjadi 
ancaman terjadinya ketegangan sosial, eks-
lusi sosial dan lainnya. Nampaknya ancaman 
bisa terjadi karena intervensi kepada antar 
komunitas tersebut tidak terintegrasi. Mana-
jemen membuat pengelompokkan staf sesuai 
dengan pembedaan populasi kunci dan 
popu-lasi umum dan masing-masing bekerja 
sen-diri-sendiri.  
Kontak Community Organizer kepada ko-
munitas umumnya dilakukan individual, hal 
ini tidak sejalan dengan pengorganisasian 
komunitas di mana umunya dilakukan seca-ra 
kolektif bukan relasi satu-lawan-satu. Jika 
kontak secara individual dilakukan pun pada 
akhirnya tetap berkaitan dengan kolektifitas 
(Edi, 2006). Di samping itu, kontak Commu-
nity Organizer ke komunitas secara keselu-
ruhan lebih mengarah kepada pengorganisa-
sian komunitas model locality development, 
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Action yang lebih kepada segmen tertentu di 
komunitas. Padahal para Community Organi-
zer menyatakan jika mereka melakukan pe-
ngorganisasian komunitas. Para Community 
Organizer juga belum merefleksikan sikap dan 
nilai profesi pekerjaan mereka. Belum ada 
kode etik yang dipergunakan bersama, dan 
belum melakukan aktivitas terkait de-ngan 
riset dan perumusan kebijakan. Namun sudah 
aktif dalam upaya menghapus stigma dan 
diskriminasi di komunitas. 
 
3. Aplikasi keterampilan 
para Community Organizer 
 
Para Community Organizer telah melaku-
kan mapping wilayah yang ada populasi kun-
cinya dan untuk calon kader dan mengetahui 
potensi apa saja yang ada di lokasi. Hal ini 
sesuai untuk studi kelayakan. Terkait hal ini, 
proses outreach dapat dikatakan sebagai ba-
gian dari mapping wilayah bagi Community 
Organizer. Mereka juga telah menggunakan 
jalur informal untuk menjalin kontak dengan 
informal leader. Namun mereka tidak meng-
gunakan jalur formal untuk perijinan. 
 
Para Community Organizer juga telah 
melakukan analisis sosial, hal ini sejalan de-
ngan pendapat Ife (2013) di mana Commu-nity 
Organizer bekerja dengan menawarkan 
berbagai solusi, struktur dan proses yang ber-
akar pada budaya lokal dan mempunyai arti 
pada komunitas lokal. Hasil analisis sosial 
dijadikan acuan untuk menentukan langkah 
selanjutnya (Adi, 2012). Para Community 
Organizer dalam bekerja dengan komunitas 
sebaiknya juga tidak selalu harus mengacu 
kepada panduan karena proses di komunitas 
tidaklah linear, setiap komunitas berbeda dan 
setiap Community Organizer juga berbeda. 
Sementara PKBI Pusat menerbitkan panduan 
bagi para Community Organizer dalam be- 
 
 
kerja (Ife, 2013). Hasil analisis sosial ini dari 
sisi proses pada level komunitas lokal diper-
gunakan untuk langkah perencanaan alterna-tif 
program, sementara para Community Or-
ganizer menggunakanya untuk membangun 
kesadaran komunitas terhadap permasalahan 
yang terjadi (Adi, 2012). Dari sudut pandang 
pengorganisasian, kebutuhan tidaklah bebas 
nilai, perlu dipahami dari perspektif yang di-
pengaruhi ideologi dan yang memungkinkan 
untuk pembebasan, bukan penindasan. Ke-
butuhan terkait isu HIV&AIDS menjadi ‘di-
munculkan’ oleh para Community Organizer 
(Ife, 2013). 
Community Organizer mendorong komu-
nitas untuk berpartisipasi, hal ini sesuai di 
mana pengorganisasian komunitas membu-
tuhkan partisipasi komunitas yang kuat, par-
tisipasi menjadi fokus dari pengorganisasian 
komunitas. Partisipasi dapat tumbuh karena 
isu diusung penting, menjanjikan perbeda-an 
dan perubahan, menghargai partisipasi yang 
muncul sekecil apapun, dimotivasi, dan 
struktur dan proses yang ramah komunitas 
(Ife, 2008). Para Community Organizer juga 
telah mendorong komunitas untuk berpar-
tisipasi dengan: isu yang diusung dianggap 
penting; dapat menunjukkan perbedaan dan 
perubahan kepada komunitas; mengakui dan 
menghargai apapun bentuk dan skala partisi-
pasi; komunitas didukung; dan struktur dan 
proses yang ramah dan tidak meminggirkan 
komunitas. Komunitas yang berpartisipasi 
seperti biasanya (Ife, 2008), umumnya pe-
rempuan, mereka lebih peduli dan lebih aktif 
pada berbagai program. Namun bentuk parti-
sipasi yang muncul sebagai praktik kooptasi 
dan proses pengorganisasian. Belum semua 
partisipasi yang muncul sebagai genuine par-
ticipation, sebagian komunitas berpartisipasi 
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karena bukan dorongan dari diri mereka sen-
diri.  
Community Organizer melakukan kaderi-
sasi namun belum optimal. Hal ini sejalan, di 
mana kader menjadi salah satu kunci keber-
hasilan dalam meningkatkan kesehatan ko-
munitas (WHO, 1995) . Kaderisasi menjadi 
bagian penting dalam proses pengorganisa-
sian komunitas. Pemilihan kader dilakukan 
oleh komunitas itu sendiri bersama Com-
munity Organizer. Namun demikian, dalam 
menentukan kriteria menjadi seorang kader: 
champion dan peduli dari PKBI DKI Jakar-ta. 
Sementara syarat umum jadi kader: bisa 
membaca, menulis dan menghitung secara 
sederhana (WHO, 1995). Champion menja-di 
temuan baru terkait dengan syarat menjadi 
kader. 
 
Kader yang berlatar belakang populasi 
kunci, ODHA dan komunitas umum dalam 
satu dinamika merupakan hal baru, hal ini da-
pat dikatakan sebagai temuan baru. Pening-
katan kapasitas kader dengan menggunakan 
media sosial dan belajar membuat abstrak 
merupakan hal baru, hal ini dapat dikatakan 
sebagai temuan baru. Kader dari entitas ko-
munitas umum untuk HIV&AIDS masih ja-
rang, apalagi mereka yang mempromosikan 
VCT, membantu ODHA untuk mendapatkan 
SKTM, pendampingan dalam persalinan, 
merawat ODHA anak merupakan hal baru 
pada isu HIV&AIDS di mana selama ini dila-
kukan oleh staf LSM yang dibayar untuk itu 
(Manajer Kasus atau Buddies)  
Community Organizer melakukan pengo-
rganisasian Kader. Upaya ini sejalan dengan 
pengorganisasian iu sendiri di mana komuni-
tas dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tu-
juan lingkungan mereka, kemudian membuat 
urutan kebutuhan apa saja yang harus diprio-
ritaskan, lalu menumbuhkan kepercayaan diri 
 
 
dan keyakinan dalam memenuhi kebutuhan 
dan tujuan tersebut, menemukan sumber--
sumber daya baik dari dalam maupun dari 
luar, dan bekerja sama dengan pihak yang 
membantu. Pengorganisasian bisa mengefek-
tifkan pengorganisasian dan meningkatkan 
kesadaran kerja komunitas, terutama terkait 
dengan hak dan kewajiban sebagai warga ko-
munitas dan negara. Kesadaran terhadap ber-
bagai struktur dan strategi perubahan sosial 
hingga komunitas dapat berpartisipasi dan 
mengambil tindakan. Dan pengorganisasian 
dilakukan di daerah yang sudah berkembang, 
perkotaan. 
 
Namun demikian, pengorganisasian di-
lakukan pada komunitas dan organisasi, 
sementara para Community Organizer me-
lakukanya hanya pada komunitas saja. Pe-
ngorganisasian menekankan pada tindakan--
tindakan non direktif untuk mengatasi masalah 
yang ada, mengorganisasi sumber daya dan 
memilih solusi yang akan diguna-kan, serta 
menekankan adanya partisipasi ko-munitas 
dalam kegiatan tersebut (diskursus komunitas). 
Kader yang masih bergantung kepada 
Community Organizer menjadi salah satu 
indikasi jika tindakan non direktif ma-sih 
belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. 
Pemberian informasi dan pendidikan kritis 
yang dilakukan Community Organizer untuk 
pengorganisasian dengan proses yang ada di 
dalamnya memperkaya pemahaman dalam 
praktik pengorganisasian. Hal ini juga men-
jadi contoh bagi peran sebagai pendidik dari 
Community Organizer 
 
Tantangan dan hambatan yang ditemui se-
jalan dengan sistem pembangunan berdasar-
kan program terkadang antara satu program 
dengan lainnya tidak saling terhubung bah-kan 
tidak saling mengetahui meskipun dalam satu 
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komunitas membutuhkan seorang Commu-
nity Organizer profesional karena bekerja 
dengan komunitas memerlukan wawasan 
keahlian dan keterampilan khusus yang 
tidak mudah dalam mempelajari dan 
memprakti-kannya.  
Namun demikian komunitas terkadang 
mengganggu cara-cara orang memilih, ber-
hasrat, atau menginginkan untuk hidup, dan 
dalam banyak situasi pandangan tersebut 
cenderung memanipulasi ide dan orang 
untuk mengamankan elit.  
Seorang Community Organizer mestinya 
menguasai aspek teknis keadministrasian, dan 
memahami proses-proses lokal yang terjadi di 
komunitas (‘birokrasi’ komunitas). Mereka 
juga diharapkan mampu membangun 
konsensus di antara komunitas yang diberda-
yakan, diharapkan dapat berperan sebagai 
mediator dan negosiator; mampu menjadi 
motivator, diharapkan dapat berperan sebagai 
seorang educator. Pengorganisasian komuni-
tas itu sendiri harus dilakukan secara inklusif, 
memberikan ‘perhatian’ bagi semua anggo-ta 
komunitas. Community Organizer butuh upaya 
yang keras untuk hal ini. Community 
Organizer perlu memperhatikan tokenisme 
yang ada di antara para kader agar tidak men-
jadi penghambat dalam proses pengorganisa-




Program penanggulangan HIV&AIDS 
pada komunitas heterogen di suatu wilayah 
geografis tidaklah mudah. Komunitas selama 
ini sudah terkotak-kotakkan oleh program 
penanggulangan dengan istilah populasi kun-ci 
dan populasi umum. Mereka diintervensi 
dalam bentuk case work dan group work se-
hingga pada saat dilakukan intervensi pada 
komunitas secara keseluruhan (intervensi 
 
 
pada tingkat organisasi) hal ini menjadi di-
lema tersendiri, mereka secara umum sulit 
menyatu. Hal ini menjadi tantangan tersen-
diri bagi PKBI DKI Jakarta, apalagi mereka 
dirasakan masih kurang dalam persiapan un-
tuk melakukan pengorganisasian komunitas. 
Mereka melakukan perekrutan dengan syarat 
lebih menitik beratkan pada pertimbangan 
kompetensi, bukan kualifikasi formal. Na-
mun kompetensi yang ditetapkan dan Com-
munity Organizer yang terekrut tidak cocok 
kompetensinya.  
Mereka melakukan pengorganisasian 
komunitas agar proses pemberdayaan da-pat 
dilakukan lebih cepat, di samping agar 
komunitas memiliki posisi tawar yang kuat; 
untuk mendorong kemandirian komunitas 
agar mampu dan berani menyelesaikan sen-
diri masalah yang mereka hadapi; strategi 
untuk mempersiapkan keberlanjutan pro-
gram. Prosesnya diawali dengan melakukan 
analisis sosial dan membangun kesadaran 
kritis komunitas. Sedangkan organisasi yang 
dibentuk diberi nama secara generik Pusat 
Informasi Kesehatan Komunitas, disingkat 
PIKM. PIKM yang sudah berhasil dibentuk 
di Jakarat Utara sebanyak 10 PIKM. Anggo-
ta komunitas direkrut menjadi kader adalah 
para champion yang berkomitmen tinggi dan 
memiliki passion. Mereka melakukan per-
ekrutan, dengan kader aktif umumnya pe-
rempuan, para pengurus RT dan RW, orang-
-orang yang terdampak langsung oleh isu 
HIV&AIDS.  
Aplikasi keterampilan para Community 
Organizer tidak optimal. Community Organi-
zer terbebani tujuan pengorganisasian komu-
nitas, yaitu tujuan untuk keberdayaan komu-
nitas itu sendiri dan tujuan program, dua hal 
tersebut akan memerlukan waktu lama dan 
sulit. Kriteria keberdayaan komunitas lebih 
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diorientasikan pada sisi keberhasilan proyek. 
PKBI DKI Jakarta dalam hal ini menjadikan 
pemberdayaan sebagai cara untuk mencapai 
tujuan proyek, keberdayaan komunitas sen-
diri bukan sebagai sebuah tujuan.  
Di samping itu, para Community Orga-
nizer tersebut belum memiliki kesepakatan 
asumsi terkait komunitas, sehingga tidak 
mengikuti model tertentu. Mereka dalam me-
lakukan pengorganisasian komunitas juga le-
bih banyak berperan yang sesuai dengan mo-
del locality development dan social planning/ 
policy, dan untuk peran yang sesuai dengan 
model social action justru tidak menonjol. 
Padahal mereka mengklaim jika pengorga-
nisasian komunitas yang dilakukan dengan 
model pengorganisasian komunitas. 
 
Mereka dalam melakukan mapping dan 
analisis sosial yang tidak terstruktur. Mereka 
dalam melaksanakan pekerjaannya berprin-sip 
pada landasan hak asasi manusia, berusa-ha 
menyeimbangkan orientasi proses dan ori-
entasi tujuan, menghargai situasi yang ada di 
lingkungan komunitas dan inklusif. Mereka 
juga dalam melakukan pemberdayaan beru-
saha membangun partisipasi komunitas. Ko-
munitas yang berpartisipasi umumnya para 
kader dan populasi kunci. Bentuk partisipasi 
mereka beragam antara satu kader dengan 
kader lain. Namun demikian, partisipasi yang 
muncul bukanlah partisipasi yang genuine dari 
komunitas. 
 
Terkait hal tersebut di atas saran yang 
dapat diberikan antara lain agar PKBI DKI 
Jakarta agar lebih meningkatkan kualitas 
dalam persiapan, terutama dalam proses 
perekrutan para Community Organizer; me-
negaskan tentang model pengorganisasian 
komunitas; menjadikan pengorganisasian ko-
munitas sebagai pendekatan utama pada tiap 
program aksi sehingga tujuan proyek akan 
 
 
dapat dicapai dengan sendirinya; meningkat-
kan kualitas pada proses-proses penumbuhan 
partisipasi, kaderisasi dan pengorganisasi-an. 
Pihak-pihak yang paling terkait dengan upaya 
penanggulangan HIV&AIDS ini, ter-utama 
pemerintah untuk dapat mengguna-kan 
pendekatan pengorganisasian komunitas 
dengan komunitas geografis dan heterogen 
yang bersumber pada budaya gotong royong 
komunitas sebagai salah satu pendekatan da-
lam penanggulangan HIV&AIDS di Indo-
nesia. PKBI DKI Jakarta dalam melakukan 
perekrutan Community Organizer juga de-
ngan memasukkan syarat kualifikasi formal, 
memberikan pelatihan untuk intervensi pada 
level mikro dan mezzo, menetapkan model 
pengorganisasian komunitas yang akan di-
pergunakan, melakukan monitoring untuk 
memastikan para Community Organizer be-
kerja mengikuti prinsip yang ditetapkan dan 
baik termasuk dalam melakukan kaderisasi, 
penumbuhan partisipasi, pengorganisasian dan 
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